


Satuan Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Nilai optimalisasi 

penerimaan daerah 

yang terealisasi

Rupiah 

(Juta)

778,00 0,00 0,00 778,00 778,00 111256 Pengawasan atas Optimalisasi PAD 1. Gagal mendapatkan bukti 

(cukup, kompeten dan 

relevan) dalam penugasan 

pengawasan intern

2. Hasil Kegiatan Assurance 

(Audit, Reviu, Evaluasi, dan 

Pemantauan) tidak dapat 

ditindaklanjuti

3. Pegawai menerima suap 

terkait hasil pengawasan 

intern

8.646.000,00 APD Laporan 0 0 4 0

112293 Pengawasan atas Sarpras Pendidikan (Pengganti KAP 

Sarpras yang Terdelete)

24.546.100,00 IPP Laporan 0 0 1 0

113115 Perencanaan atas Peningkatan Sarana Prasarana 

(Sarpras) Pendidikan

19.008.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113117 Pelaporan atas Peningkatan Sarana Prasarana 

(Sarpras) Pendidikan

19.132.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113122 Monitoring atas Peningkatan Sarana Prasarana 

(Sarpras) Pendidikan

37.960.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

110078 Pengawasan atas Bantuan Operasional Sekolah 16.000.000,00 IPP Laporan 0 0 1 0

110142 Pengawasan atas Kinerja Dikti 10.400.000,00 IPP Laporan 0 0 1 0

112390 Pengawasan atas Kinerja Perguruan Tinggi 10.400.000,00 AN Laporan 0 0 1 0

110173 Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional 24.546.100,00 IPP Laporan 0 1 0 0

113079 Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional 24.547.000,00 AN Laporan 0 1 0 0

110209 Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - 

layanan primer

24.546.100,00 IPP Laporan 0 1 0 0

110239 Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - 

layanan rujukan

16.000.000,00 IPP Laporan 0 1 0 0

112974 Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - 

Layanan Rujukan

16.000.000,00 AN Laporan 0 1 0 0

113162 Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan 

Rujukan)

16.000.000,00 APD Laporan 0 1 0 0

110270 Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - 

kualitas dan redistribusi nakes

24.546.100,00 IPP Laporan 0 1 0 0

110421 Pengawasan atas Akuntabilitas penanganan Covid-19 114.184.400,00 IPP Laporan 0 5 0 0

110597 Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan 

Ekstrem

10.400.000,00 IPP Laporan 0 0 0 1

113077 Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan 

Ekstrem

29.000.000,00 APD Laporan 0 0 0 2

110604 Pengawasan atas Program Pembangunan Perumahan 

Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, 

Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan Rakyat)

23.145.000,00 IPP Laporan 3 0 0 0

113125 Perencanaan atas Program Pembangunan Perumahan 

Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, 

Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)

10.692.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113127 Pelaporan atas Program Pembangunan Perumahan 

Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, 

Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)

10.838.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113128 Monitoring atas Program Pembangunan Perumahan 

Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, 

Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)

21.240.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

110608 Pengawasan atas Infrastruktur SPAM 14.400.000,00 IPP Laporan 0 2 0 0

113165 Pengawasan atas Infrastruktur SPAM 9.985.000,00 AN Laporan 0 1 0 0

114871 Pengawasan atas Infrastruktur Sistem Pengolahan Air 

Limbah (SPAL) dan sanitasi

0,00 APD Laporan 0 0 0 2

SATUAN

TARGET KEGIATAN

KETERANGAN

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

SASARAN KEGIATAN

TARGET TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN NO. 

PKPT/ 

PKAU

KEGIATAN PENGAWASAN/ DUKUNGAN 

MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA

1 2

1 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Negara/Daerah

2 Nilai efisiensi 

pengeluaran negara 

dan daerah

RISIKO UTAMA ANGGARAN PIC ES. III

Rupiah 

(Juta)

136.270,00 7.570,56 43.530,69 79.490,83 136.270,00 1. Hasil Kegiatan Assurance 

(Audit, Reviu, Evaluasi, dan 

Pemantauan) tidak dapat 

ditindaklanjuti

2. Dokumen tercecer/terselip

3. Rekomendasi yang 

dihasilkan dari kegiatan 

pengawasan tidak 

komprehensif/holistis

4. Kegiatan Assurance (Audit, 

Reviu, Evaluasi, dan 

Pemantauan) tidak selesai 

tepat waktu



Satuan Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SATUAN

TARGET KEGIATAN

KETERANGANSASARAN KEGIATAN

TARGET TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN NO. 

PKPT/ 

PKAU

KEGIATAN PENGAWASAN/ DUKUNGAN 

MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA RISIKO UTAMA ANGGARAN PIC ES. III

111252 Pengawasan atas Internet Komunikasi 9.000.000,00 IPP Laporan 0 1 0 0

111253 Pengawasan atas Pembangunan Satu Data Indonesia 

(SDI)

10.400.000,00 IPP Laporan 1 0 0 0

109474 Perencanaan Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan 

Negara, Daerah dan Desa

3.080.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

111254 Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Perencanaan 

dan Penganggaran Pemerintah Daerah

8.323.000,00 APD Laporan 3 0 0 0

113111 Monitoring atas Peningkatan Kualitas Perencanaan dan 

Penganggaran Pemerintah Daerah

6.160.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

114329 Pelaporan Pengawasan atas Peningkatan Kualitas 

Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah

3.084.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

111273 Pengawasan atas Akuntabilitas Perencanaan 

Pembangunan Desa

34.000.000,00 APD Laporan 2 0 0 0

111286 Pengawasan atas Peningkatan Produktivitas dan Daya 

Saing UMKM

9.465.000,00 IPP Laporan 1 0 0 0

113130 Perencanaan atas Peningkatan Produktivitas dan Daya 

Saing UMKM

14.652.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113131 Pelaporan atas Peningkatan Produktivitas dan Daya 

Saing UMKM

14.848.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113132 Monitoring atas Peningkatan Produktivitas dan Daya 

Saing UMKM

29.280.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

113074 Pengawasan atas Peningkatan Produktivitas dan Daya 

Saing UMKM

29.980.000,00 APD Laporan 2 0 0 0

111287 Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM 20.480.000,00 IPP Laporan 1 0 0 0

113072 Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM 29.980.000,00 AN Laporan 2 0 0 0

111289 Pengawasan atas P3DN 18.930.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 0 2

113826 Pengawasan atas P3DN 38.000.000,00 APD Laporan 0 0 4 0

113167 Pengawasan P3DN pada BLU/D dan BUMD 75.680.000,00 AN Laporan 8 0 0 0

113930 Pengawasan atas Reviu atas Laporan Verifikasi 

Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan

9.000.000,00 IPP Laporan 0 0 0 1

113937 Pengawasan atas Reviu atas Laporan Verifikasi 

Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat

9.000.000,00 IPP Laporan 0 0 0 1

113830 Pengawasan atas Audit atas Pinjaman dan Bantuan 

Luar Negeri

36.000.000,00 IPP Laporan 0 2 0 0

113831 Pengawasan atas Verifikasi atas Capaian Disbursement 

Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar 

Negeri

18.000.000,00 IPP Laporan 0 1 0 0

114854 Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 

Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan 

(LPK)

0,00 IPP Laporan 0 0 1 0

111322 Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan 

Hambatan Kelancaran Pembangunan

45.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 18 0

110353 Pengawasan atas Penguatan Sistem Pengendalian 

Penyakit

27.557.000,00 IPP Laporan 0 2 0 0

112290 Pengawasan atas Evaluasi Percepatan Penurunan 

Stunting Tahun 2023

49.092.200,00 IPP Laporan 0 2 0 0

113078 Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting 49.092.000,00 APD Laporan 0 2 0 0

112292 Pengawasan atas Skema Kesehatan Adaptif 10.400.000,00 IPP Laporan 0 1 0 0

113164 Pengawasan atas Transformasi data menuju Registrasi 

Sosial Ekonomi (Regsosek)

18.000.000,00 IPP Laporan 0 0 1 0

113696 Pengawasan atas Transformasi data menuju Registrasi 

Sosial Ekonomi (Regsosek)

30.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 2 0 0

110578 Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan 

Sosial

18.000.000,00 IPP Laporan 1 0 0 0

114433 Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan 

Sosial

62.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 0 4

110581 Pengawasan atas Implementasi Bansos APBD 29.000.000,00 APD Laporan 0 0 0 2

110593 Pengawasan atas Implementasi Bansos APBDesa 34.000.000,00 APD Laporan 0 0 0 2

1 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Negara/Daerah

2 Nilai efisiensi 

pengeluaran negara 

dan daerah

Rupiah 

(Juta)

136.270,00 7.570,56 43.530,69 79.490,83 136.270,00 1. Hasil Kegiatan Assurance 

(Audit, Reviu, Evaluasi, dan 

Pemantauan) tidak dapat 

ditindaklanjuti

2. Dokumen tercecer/terselip

3. Rekomendasi yang 

dihasilkan dari kegiatan 

pengawasan tidak 

komprehensif/holistis

4. Kegiatan Assurance (Audit, 

Reviu, Evaluasi, dan 

Pemantauan) tidak selesai 

tepat waktu

3 Nilai penyelamatan 

keuangan negara 

dan daerah

Rupiah 

(Juta)

56.684,00 0,00 0,00 18.894,67 56.684,00 1. Auditor melakukan praktik 

yang menyimpang dari kode 

etik dan peraturan 

perundangan yang berlaku

2. Tim audit gagal dalam 

mendapatkan bukti (cukup, 

kompeten dan relevan) dan 

menentukan metode 

penghitungan kerugian 

keuangan negara

3. Adanya tuntutan hukum 

terhadap hasil pengawasan



Satuan Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SATUAN

TARGET KEGIATAN

KETERANGANSASARAN KEGIATAN

TARGET TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN NO. 

PKPT/ 

PKAU

KEGIATAN PENGAWASAN/ DUKUNGAN 

MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA RISIKO UTAMA ANGGARAN PIC ES. III

111250 Pengawasan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan 18.000.000,00 IPP Laporan 0 2 0 0

111251 Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur 

Pelabuhan

6.400.000,00 IPP Laporan 0 1 0 0

111255 Pengawasan atas Percepatan Penyerapan Anggaran 

dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

8.646.000,00 APD Laporan 0 0 0 4

111267 Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pembiayaan 

Daerah

4.323.000,00 APD Laporan 0 2 0 0

111269 Pengawasan atas Pengawasan atas Efektivitas Dana 

Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi 

Umum)

29.000.000,00 APD Laporan 0 0 2 0

111269 Pengawasan atas Pengawasan atas Efektivitas Dana 

Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi 

Umum)

29.000.000,00 APD Laporan 0 0 0 0

111271 Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi 

Daerah

112.000.000,00 APD Laporan 0 0 0 8

111291 Pengawasan atas Kemudahan Perizinan Berusaha 18.000.000,00 IPP Laporan 0 0 1 0

111295 Pengawasan atas Tata Keoloa Industri Tambang 16.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 1 0 0

114117 Pengawasan atas Pengembangan Kawasan Ekonomi 

Khusus/Kawasan Industri

18.000.000,00 IPP Laporan 0 0 1 0

111301 Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing 

Pariwisata

9.465.000,00 IPP Laporan 1 0 0 0

113168 Pengawasan atas Strategi Pengembangan Daya Saing 

Pariwisata

19.000.000,00 APD Laporan 2 0 0 0

111305 Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Destinasi 

Pariwisata (DPSP dan KSPN)

9.465.000,00 IPP Laporan 1 0 0 0

113003 Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Destinasi 

Pariwisata (DPSP dan KSPN)

19.000.000,00 APD Laporan 2 0 0 0

111303 Pengawasan atas Dukungan Pengembangan 

Pariwisata

9.465.000,00 IPP Laporan 1 0 0 0

113169 Pengawasan atas Dukungan Pengembangan 

Pariwisata

18.610.000,00 APD Laporan 2 0 0 0

111309 Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah

28.000.000,00 APD Laporan 0 0 2 0

111312 Pengawasan atas Lumbung Ikan Nasional 54.600.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 0 2

113133 Perencanaan atas Lumbung Ikan Nasional 2.376.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113134 Pelaporan atas Lumbung Ikan Nasional 2.424.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

111314 Pengawasan atas Tata Kelola Investasi Sektor Energi 16.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 1 0 0 0

111316 Pengawasan atas Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi 

Energi

16.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 1 0 0 0

111323 Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran 

Pemilu

18.000.000,00 IPP Laporan 0 0 0 1

114318 Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran 

Pemilu

16.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 0 1

111324 Pengawasan atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan 

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

46.911.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 0 3

111325 Pengawasan atas Akuntabilitas Pengamanan dan 

Pengawasan Pemilu

18.000.000,00 IPP Laporan 0 0 0 1

113900 Pengawasan atas Pengadaan ASN Tahun 2023 18.000.000,00 IPP Laporan 0 0 0 1

113238 Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan) 125.600.000,00 IPP Laporan 0 0 0 16

114872 Reviu Tata Kelola PSN Kawasan Ekonomi Khusus 0,00 APD Laporan 0 0 0 4

113832 Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional 

Infrastruktur Ketenagalistrikan

71.694.000,00 AN Laporan 4 0 0 0

114895 Pengawasan Kegiatan Prioritas K/L Mitra Ditwas 

Ekonomi dan Keuangan

0,00 IPP Laporan 0 0 0 1

114317 Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan 

Daerah

174.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 3 0

111322 Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan 

Hambatan Kelancaran Pembangunan

45.000.000,00 INVESTIGASI Laporan 0 0 0 0

1 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Negara/Daerah

3 Nilai penyelamatan 

keuangan negara 

dan daerah

Rupiah 

(Juta)

56.684,00 0,00 0,00 18.894,67 56.684,00 1. Auditor melakukan praktik 

yang menyimpang dari kode 

etik dan peraturan 

perundangan yang berlaku

2. Tim audit gagal dalam 

mendapatkan bukti (cukup, 

kompeten dan relevan) dan 

menentukan metode 

penghitungan kerugian 

keuangan negara

3. Adanya tuntutan hukum 

terhadap hasil pengawasan

2 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Pembangunan 

Nasional

1 Persentase 

hambatan 

pelaksanaan 

pembangunan yang 

diselesaikan

(%) Persen ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

1.3.

85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 1. Tidak terjadi kesepakatan 

antara pihak-pihak yang 

dimediasi dalam menyikapi 

permasalahan yang ada



Satuan Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SATUAN

TARGET KEGIATAN

KETERANGANSASARAN KEGIATAN

TARGET TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN NO. 

PKPT/ 

PKAU

KEGIATAN PENGAWASAN/ DUKUNGAN 

MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA RISIKO UTAMA ANGGARAN PIC ES. III

113139 Perencanaan atas Pengendalian Kecurangan dan 

Hambatan Kelancaran Pembangunan

2.250.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113140 Pelaporan atas Pengendalian Kecurangan dan 

Hambatan Kelancaran Pembangunan

2.250.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

108497 Pelaksanaan Program Percepatan Program 

Pembangunan Kota Baru Sofifi

32.320.000,00 APD Laporan 0 0 1 0

108489 Perencanaan Pengawasan atas Sektor Pembangunan 

Daerah

5.760.000,00 TU Kegiatan 1 0 0 0

108505 Pelaporan Pengawasan atas Sektor Pembangunan 

Daerah

5.760.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

108516 Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Jagung 88.640.000,00 IPP Laporan 0 0 3 0

108521 Monitoring Hasil Pengawasan atas Sektor 

Pembangunan Daerah

11.520.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

3 Meningkatnya 

Kesadaran 

perbaikan tata kelola 

pemerintahan pada 

K/L/D/BU yang 

menjadi tanggung 

jawab Perwakilan 

BPKP

1 Persentase 

rekomendasi 

strategis yang 

ditindak lanjuti

(%) Persen 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

111280 Pengawasan atas BUMD Jasa Air 72.395.000,00 AN Laporan 0 10 0 0

113129 Pelaporan atas BUMD (Fokus pada BU Jasa Air) 4.060.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

112791 Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan 

Badan Layanan

170.100.000,00 AN Laporan 4 0 0 0

113149 Perencanaan atas Manajemen Risiko Badan Usaha 8.100.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113150 Pelaporan atas Manajemen Risiko Badan Usaha 8.100.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113152 Monitoring atas Manajemen Risiko Badan Usaha 16.200.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

109587 Perencanaan Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan 

Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD

3.960.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

111282 Pengawasan atas BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan 

Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan 

Dana)

6.195.000,00 AN Laporan 0 1 0 0

3 Jumlah BUMDes 

yang mampu 

menyusun laporan

BUMDes 33,00 0,00 0,00 33,00 33,00 1. Counterpart/stakeholder 

tidak menganggarkan sharing 

anggaran

Laporan 0 0 2 0

4 Jumlah BUMDes 

yang memberikan 

kontribusi pada 

perekonomian desa

BUMDes 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1. BUMDes Gagal dalam 

Menjalankan Proses 

Bisnis/usahanya

Laporan 0 0 0 0

1 Persentase hasil 

pengawasan represif 

yang dimanfaatkan/ 

ditindaklanjuti

(%) Persen 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 1. Pegawai menerima suap 

terkait hasil pengawasan 

intern

Laporan 0 0 0 0

2 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Pembangunan 

Nasional

1 Persentase 

hambatan 

pelaksanaan 

pembangunan yang 

diselesaikan

(%) Persen ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

1.3.
2 Jumlah Kegiatan 

Pembangunan

Prioritas Daerah 

yang Diawasi

Kegiatan 

Prioritas 

Daerah

2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 1. Tidak terjadi kesepakatan 

antara pihak-pihak yang 

dimediasi dalam menyikapi 

permasalahan yang ada

3,00 1. Hasil pengawasan tidak 

digunakan oleh stakeholder

1. Tim tidak melaksanakan 

langkah-langkah kerja yang 

sudah digariskan pada 

Pedoman Pengawasan

2. Tim gagal memperoleh data 

yang dibutuhkan 

3. SDM yang ada belum 

memenuhi kompetensi yang 

dibutuhkan

4. Anggaran pengawasan 

(assurance dan consulting) 

belum sesuai kebutuhan

5. Hasil Kegiatan Assurance 

(Audit, Reviu, Evaluasi, dan 

Pemantauan) tidak dapat 

ditindaklanjuti

6. Kertas kerja untuk kegiatan 

pengawasan tidak memadai

7. Rekomendasi yang 

dihasilkan dari kegiatan 

pengawasan tidak 

komprehensif/holistis

DAPAT DIDUKUNG OLEH SELURUH PKPT

4 Meningkatnya 

Pengawasan

Pembangunan atas 

Badan Usaha

1 Jumlah BUMD 

dengan kinerja sehat

BUMD 3,00

2 Jumlah BLUD 

dengan kinerja sehat

BLUD 1,00 0,00

0,00 3,00 3,00

1,00 1,00 1,00 1. Auditor tidak berhasil 

memberikan rekomendasi 

atas kelemahan yang 

ditemukan dalam penugasan 

Assurance (Audit, Reviu, 

Evaluasi, dan Pemantauan)

113170 Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM 

Desa

         12.390.000,00 AN

ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

2.1

5 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi

111322 Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan 

Hambatan Kelancaran Pembangunan

                             -   INVESTIGASI



Satuan Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SATUAN

TARGET KEGIATAN

KETERANGANSASARAN KEGIATAN

TARGET TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN NO. 

PKPT/ 

PKAU

KEGIATAN PENGAWASAN/ DUKUNGAN 

MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA RISIKO UTAMA ANGGARAN PIC ES. III

2 Persentase hasil 

Pengawasan 

preventif dan 

edukatif yang 

dimanfaatkan/ 

ditindaklanjuti

(%) Persen 85,00 0,00 0,00 85,00 85,00 1. Hasil Kegiatan Consulting 

(Bimbingan Teknis, Asistensi, 

dan Sosialisasi) tidak 

diimplementasikan oleh mitra 

kerja (stakeholder)

Laporan 0 0 0 0

3 Jumlah Pemda 

dengan efektivitas 

pengendalian 

korupsi Baik

Pemda 3,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1. Kurangnya komitmen 

pimpinan pada pemda untuk 

mencapai IEPK level Baik

Laporan 0 0 0 0

4 Jumlah Badan 

Usaha dengan 

efektivitas 

pengendalian 

korupsi Baik

Badan 

Usaha

2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1. Kurangnya Komitmen 

pimpinan untuk mencapai 

IEPK Badan Usaha yang baik

Laporan 0 0 0 0

111321 Pengawasan atas Kapabilitas APIP - Pemerintah 

Daerah

114.242.000,00 P3A Laporan 0 0 0 21

113086 Pengawasan atas Sosialisasi Juknis dan Bimtek 

Penerapan JFA

9.000.000,00 P3A Laporan 0 0 0 2

113088 Pengawasan atas Evaluasi Penerapan JFA 5.000.000,00 P3A Laporan 0 0 0 1

113089 Pengawasan atas Monitoring Pengangkatan ke dalam 

JFA

5.000.000,00 P3A Laporan 0 0 0 1

114320 Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

(SISWASKEUDES)

53.770.000,00 P3A Laporan 0 0 0 3

111321 Pengawasan atas Kapabilitas APIP - Pemerintah 

Daerah

0,00 P3A Laporan 0 0 0 0

113086 Pengawasan atas Sosialisasi Juknis dan Bimtek 

Penerapan JFA

0,00 P3A Laporan 0 0 0 0

113088 Pengawasan atas Evaluasi Penerapan JFA 0,00 P3A Laporan 0 0 0 0

113089 Pengawasan atas Monitoring Pengangkatan ke dalam 

JFA

0,00 P3A Laporan 0 0 0 0

114320 Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 

(SISWASKEUDES)

0,00 P3A Laporan 0 0 0 0

111318 Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

100.886.000,00 APD Laporan 0 0 0 19

113135 Perencanaan atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

49.180.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113136 Pelaporan atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

49.342.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

113138 Monitoring atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

96.350.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

111318 Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

0,00 APD Laporan 0 0 0 0

113135 Perencanaan atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

0,00 TU Kegiatan 0 0 0 0

113136 Pelaporan atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

0,00 TU Kegiatan 0 0 0 0

113138 Monitoring atas Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah 

Daerah

0,00 TU Laporan 0 0 0 0

5 Jumlah Kab/Kota 

dengan MRI >= 

Level 3

Kabupaten/

Kota

3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 111319 Pengawasan atas Pengelolaan risiko sektor strategis 

nasional

1. Auditan tidak mau 

melanjutkan tahapan 

penugasan (FCP, SPIP, MR, 

dsb) ke tahap berikutnya

2. Tim tidak dapat 

menemukan AOI/kelemahan 

penerapan GCG/MR/Satuan 

Pengawas Internal/Sistem 

Pengendalian Internal

3. Terlambatnya penyelesaian 

Rencana Tindak Pengendalian 

yang telah direncanakan dan 

disepakati Pemilik Risiko

31.468.000,00 APD Laporan 0 0 0 2

ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

2.1

6 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Kualitas 

Pengendalian Intern 

K/L/P/BU

1 Jumlah APIP 

Provinsi dengan

Kapabilitas APIP >= 

Level 3

Provinsi 1,00 0,00 0,00

5 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Efektivitas 

Pengendalian 

Korupsi

111322 Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan dan 

Hambatan Kelancaran Pembangunan

                             -   INVESTIGASI

3 Jumlah Provinsi 

dengan Maturitas

SPIP >= Level 3

Provinsi 1,00

0,00 1,00 1. Hasil Kegiatan Consulting 

(Bimbingan Teknis, Asistensi, 

dan Sosialisasi) tidak 

diimplementasikan oleh mitra 

kerja (stakeholder)

2. Pedoman tidak dipahami 

pengguna

3. Aturan/pedoman/ kebijakan 

yang disusun kurang lengkap

2 Jumlah APIP 

Kabupaten/Kota 

dengan Kapabilitas 

APIP >= Level 3

Kabupaten 

/Kota

9,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 1. Pengumpulan dokumen 

perencanaan dan pemenuhan 

unsur maturitas SPIP tidak 

optimal

2. Auditan tidak mau 

melanjutkan tahapan 

penugasan (FCP, SPIP, MR, 

dsb) ke tahap berikutnya

0,00 0,00 9,00 1. Hasil Kegiatan Consulting 

(Bimbingan Teknis, Asistensi, 

dan Sosialisasi) tidak 

diimplementasikan oleh mitra 

kerja (stakeholder)

2. Pedoman tidak dipahami 

pengguna

3. Aturan/pedoman/ kebijakan 

yang disusun kurang lengkap

ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

6.1

4 Jumlah 

Kabupaten/Kota 

dengan Maturitas 

SPIP >= Level 3

Kabupaten/

Kota

7,00 0,00 0,00 7,00 1. Pengumpulan dokumen 

perencanaan dan pemenuhan 

unsur maturitas SPIP tidak 

optimal

2. Auditan tidak mau 

melanjutkan tahapan 

penugasan (FCP, SPIP, MR, 

dsb) ke tahap berikutnya

ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

6.3

0,00



Satuan Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SATUAN

TARGET KEGIATAN

KETERANGANSASARAN KEGIATAN

TARGET TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN NO. 

PKPT/ 

PKAU

KEGIATAN PENGAWASAN/ DUKUNGAN 

MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA RISIKO UTAMA ANGGARAN PIC ES. III

113931 Pengawasan atas Bimtek Implementasi FMIS Pada 

Pemda

6.484.500,00 APD Laporan 0 0 0 3

113933 Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Opini LKPD 4.000.000,00 APD Laporan 1 0 0 0

113935 Pengawasan atas Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan 

Daerah

4.800.000,00 APD Laporan 0 0 1 0

111276 Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa 17.292.000,00 APD Laporan 0 0 0 8

114319 Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) 51.000.000,00 APD Laporan 0 0 0 3

113459 Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Desa

664.972.000,00 APD Laporan 0 0 0 4

113459 Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan 

Desa

664.972.000,00 APD Laporan 0 0 0 0

111278 Pengawasan atas Akuntabilitas Aset Desa 34.000.000,00 APD Laporan 0 2 0 0

114321 Bimtek Tata Kelola Aset Desa 51.000.000,00 APD Laporan 0 0 0 3

1 Nilai Skor Zona 

Integritas Unit Kerja

Skor Skala 

100

75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 001713 Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB 1. Rancangan pengendalian 

tidak dilaksanakan

2. Komitmen Pegawai 

mengenai integritas rendah

83.100.000,00 TU Laporan 0 0 0 1

113940 Pengawasan atas Peningkatan Akuntabilitas Keuangan 

dan Kinerja Daerah (SAKIP)

2.161.500,00 APD Laporan 0 1 0 0

113082 Pengawasan atas Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan 

Pelaporan (PAEP dan P3A)

135.440.000,00 P3A Laporan 0 0 0 7

114327 Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan 14.560.000,00 TU Laporan 0 0 0 2

001712 Layanan Perencanaan dan Evaluasi 16.000.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

3 Persentase 

Efektivitas 

Pengendalian Intern 

Unit Kerja (SPIP Unit 

Kerja)

(%) Persen 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 1. Pegawai yang telah selesai 

diklat tidak dapat 

mensosialisasikan 

pengetahuan/skill yang 

diperoleh kepada pegawai lain

2. SDM yang ada belum 

memenuhi kompetensi yang 

dibutuhkan

3. SDM yang ada belum 

memenuhi kompetensi yang 

dibutuhkan

4. Pegawai menerima suap 

terkait proses pengadaan

5. Pegawai yang ditetapkan 

sebagai peserta diklat tidak 

memenuhi syarat

6. Pencurian database

7. Database tidak akurat

8. Keterlambatan penerbitan 

dokumen kepegawaian

9. Komitmen pegawai 

terhadap tujuan organisasi 

rendah

6 Meningkatnya 

Pengawasan 

Pembangunan atas 

Kualitas 

Pengendalian Intern 

K/L/P/BU

6 Jumlah Pemda yang 

akuntabel dalam 

pengelolaan 

keuangan dan 

kinerja daerah

Pemda 3,00 0,00 0,00 1,00 3,00 1. Kualitas Kegiatan 

Consulting (Bimbingan Teknis, 

Asistensi, dan Sosialisasi) 

kurang optimal

2. Pemberian jawaban atas 

kegiatan konsultansi tidak 

sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku

3. Hasil Kegiatan Consulting 

(Bimbingan Teknis, Asistensi, 

dan Sosialisasi) tidak 

diimplementasikan oleh mitra 

kerja (stakeholder)

8 Jumlah desa yang 

menerapkan 

pengelolaan aset 

desa secara 

memadai

Desa 25,00

7 Jumlah Desa yang 

pengelolaan 

keuangannya 

akuntabel

Desa 25,00

0,00 12,00 12,00 25,00 1. Auditor melakukan praktik 

yang menyimpang dari kode 

etik dan peraturan 

perundangan yang berlaku

2. Pegawai menerima suap 

terkait hasil pengawasan 

intern

3. Pelaksanaan penugasan 

tidak sesuai pedoman

20,00 20,00 25,00 1. Auditor melakukan praktik 

yang menyimpang dari kode 

etik dan peraturan 

perundangan yang berlaku

2. Pegawai menerima suap 

terkait hasil pengawasan 

intern

3. Pelaksanaan penugasan 

tidak sesuai pedoman

5,00

82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 1. Penetapan target indikator 

dalam perjanjian kinerja 

kurang akurat

7 Meningkatnya 

Kualitas Tata Kelola

Unit Kerja

2 Nilai SAKIP Unit 

Kerja

Skor Skala 

100

001713 Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB 0,00 TU Laporan 0 0 0 0 ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

7.1

HP
Line



Satuan Jumlah TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SATUAN

TARGET KEGIATAN

KETERANGANSASARAN KEGIATAN

TARGET TARGET KINERJA S.D. TRIWULAN NO. 

PKPT/ 

PKAU

KEGIATAN PENGAWASAN/ DUKUNGAN 

MANAJEMEN
INDIKATOR KINERJA RISIKO UTAMA ANGGARAN PIC ES. III

4 Persentase 

Penyelesaian RTP 

(MRI Unit Kerja)

(%) Persen 100,00 100,00 1. Terlambatnya penyelesaian 

Rencana Tindak Pengendalian 

yang telah direncanakan dan 

disepakati Pemilik Risiko

2. Terlambatnya penyelesaian 

Rencana Tindak Pengendalian 

yang telah direncanakan dan 

disepakati Pemilik Risiko

002028 Layanan SDM 100.200.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

002029 Layanan Komunikasi dan Informasi 19.200.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

002030 Layanan Umum dan Pengembangan Kompetensi 128.720.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 2

002027 Layanan Keuangan 274.080.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

001714 Gaji dan Tunjangan 12.361.947.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

001715 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.831.760.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

001716 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 80.000.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

001717 Pembangunan Gedung Kantor dan/atau Rumah Negara 10.628.412.000,00 TU Kegiatan 0 0 0 1

Ternate, 00 Februari 2023

KEPALA PERWAKILAN

BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

EDY SUHARTO

NIP 19671201 198703 1 001

7 Meningkatnya 

Kualitas Tata Kelola

Unit Kerja

001713 Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB 0,00 TU Laporan 0 0 0 0 ANGGARAN 

DAN OUTPUT 

PADA PKPT INI 

TERGABUNG 

DENGAN PKPT 

DI INDIKATOR 

7.1

5 Indeks Kualitas 

Layanan Eksternal

Unit Kerja

Indeks 

Skala

100

75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 1. Tidak adanya standar 

kualitas layanan eksternal

6 Skor IKPA Unit Kerja Indeks 

Skala

100

95,00 0,00 0,00 0,00

0,00 80,00 1. Pengamanan aset tidak 

efektif (Hasil Pembangunan 

Rumah Susun ASN Tidak 

Terpelihara)

2. Barang Milik Negara hilang 

saat dibawa pegawai

3. Letusan Gunung Api

4. Kebakaran

5. Pencurian

95,00 1. Anggaran pengawasan 

(assurance dan consulting) 

belum sesuai kebutuhan

2. Kesalahan dalam 

mengklasifikasikan akun pada 

laporan keuangan

3. Pertanggungjawaban 

keuangan tidak sesuai 

ketentuan

7 Nilai Pengelolaan 

BMN Unit Kerja

Indeks 

Skala

100

80,00 0,00 0,00
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